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PUTUSAN
Nomor 180/Pdt.G/2024/PA .Ktb

B2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang

Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan

secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.- tempat tanggal lahir Gendang Timburu, 24 Mei

2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di,

Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

dengan menggunakan alamat domisili elektronik email:

xxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada ANDI SOSE. K, S.H., advokat, yang beralamat di

Jalan Yudistira, RT.03, RW.02, Desa Sebelimbingan,

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupatem Kotabaru,

dengan menggunakan alamat domisili elektronik email:
andisosektb@gmail.com, Telp. 081251885332
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Mei 2024,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
30/Skks/2024/PA.Ktb Tanggal 06 Juni 2024, sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK.-tempat tanggal lahirfumur Gendang Timburu, 15

Februari 2000/24 tahun, agama Islam, pendidikan belum
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tamat SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru secara elektronik (e-
court), Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal 07 Agustus 2020 dihadapan Pejabat PPN KUA
Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat/kutipan
akta Nikah Nomor: -. Buku Nikah Tanggal 07 Agustus 2020.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan
badan, keduanya bertempat tinggal bersama, semula di Rumah orang
Tua Penggugat kurang lebih 2 tahun, 3 bulan dan terakhir bertempat
tinggal di Rumah Orang Tua Masing-masing.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak
yang bernama :

3.1 Anak, lahir di Kotabaru pada tanggal 16 Juni 2022.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang sulit di damaikan sejak bulan November tahun 2022, bertempat
tinggal di Gendang Timburu.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam sehingga terjadi pisah tempat tinggal.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut adalah karena :

6.1 Sering minum minuman keras/Mabuk mabukan.

6.2 Kadang pulang larut malam.
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6.3 Kadang memaksa untuk dilayani berhubungan badan
( bersetubuh)
6.4 Punya sifat tempramental/sering marah dan sulit

dikendalikan, mudah emosi.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya
sejak awal Januari 2023, hingga sekarang sudah 1 Tahun, 4 bulan
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun,
4 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana lagi
sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan Sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
lagi untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih
baik bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2, Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT )
terhadap Penggugat ( PENGGUGAT )
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aeguo et bono)
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik
yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Penggugat dan
kuasanya serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa
khusus Kuasa Hukum Penggugat guna memeriksa keabsahan formil dan
materiilnya;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi
dengan Mediator non Hakim Pengadilan Agama Kotabaru Dr. Firgah Annajiyah
Mansyuroh, M.H., CPM sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Juli 2024
namun dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir
kembali di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap
sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
suatu alasan yang sah meskipun telah diperintahkan Hakim Tunggal untuk
hadir kembali dan telah pula dipanggil kembali melalui jurusita Pengadilan
Agama Kotabaru sebagaimana berita acara panggilan (Relaas) Nomor
180/Pdt.G/2024/PA.Ktb yang diterima pada tanggal 23 Juli 2024 dan 3 Agustus
2024 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang
menghadap di persidangan

selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim
Tunggal, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 04 September
2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim
Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan
aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal
dan paraf Hakim Tunggal,
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 07 Agustus
2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan
Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-
nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim
Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor -, tanggal 09 Agustus 2022 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim
Tunggal, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan
aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal
dan paraf Hakim Tunggal;
B. Saksi:
1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Riam Kanan, 12 Februari 1960, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten
Kotabaru, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakek tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
resmi;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup
layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak perempuan yang
sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak November
2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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disebabkan karena Tergugat sering mabuk minuman keras, saya pernah
melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan melihat Tergugat
dalam keadaan mabuk. Selain itu Tergugat tidak mau dinasihati untuk
melaksanakan kewajibannya untuk sholat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab
pertengkaran tersebut karena Saya sering melihat secara langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan yang
meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh
Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat
tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada
Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan
nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan
Tergugat;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Atiran, 01 Juli 2000, agama Hindu,
pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
resmi;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup
layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak perempuan yang
sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak November

2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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disebabkan karena Tergugat mabuk mengkonsumsi minuman keras.

saya pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan dalam

keadaan mabuk. Selain itu Tergugat tidak mau kumpul lagi dengan

Penggugat setelah Penggugat melahirkan, katanya Tergugat merasa geli

terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab

pertengkaran tersebut karena Saya sering melihat secara langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat

sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan yang

meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat

tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada

Penggugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan

nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan

Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun
lagi;

Bahwa Penggugat setelah menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut
ke hadapan sidang secara elektronik (e-court) melalui alamat domisili elektronik
Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan
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Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana perubahan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo.
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada
Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk
bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Dan untuk
memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di
luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, oleh Mediator non Hakim Dr. Firgah Annajiyah Mansyuroh, M.H.,
CPM. namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai
kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 17 Juli 2024;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena
itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya
Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta
memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal
Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru,
sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;
Kedudukan Para Pihak (Legal Standing)
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama
Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas
personalitas keislaman, sehingga memiliki legal standing dalam perkara a quo
sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat yang
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan
dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat
sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa
Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat
Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01
Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jis. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal
14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili maupun
mendampingi Penggugat dalam perkara aquo
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya
Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan perceraian dalam
gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2022
yang disebabkan Sering minum minuman keras/Mabuk mabukan, Kadang
pulang larut malam. Kadang memaksa untuk dilayani berhubungan badan
(bersetubuh), dan Punya sifat tempramental/sering marah dan sulit
dikendalikan, mudah emosi. dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1(satu) tahun 4(empat) bulan dan yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;
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Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan
hadir kembali oleh Hakim Tunggal serta berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.Ktb yang diterima pada tanggal 23 Juli 2024 dan 3
Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan gugatan
perceraian yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalis),
yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Tergugat tidak hadir kembali
setelah proses mediasi, maka Hakim Tunggal menilai Penggugat tetap harus
dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865
KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP Penggugat) dan P.2
(fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta P.3 (fotokopi kartu keluarga) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Baru dan
merupakan suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada 07 Agustus
2020 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 dan
309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai seorang anak perempuan
yang sekarang diasuh oleh Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis sejak November 2022 yang lalu di mana telah terjadi
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pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Sering minum
minuman keras/Mabuk mabukan. dan akibat perselisihan tersebut Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu di mana
Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman
bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup
rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak
November 2022 yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan
Tergugat sering minum minuman keras/Mabuk mabukan.;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1(satu)
tahun yang lalu di mana Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat yang
meninggalkan tempat tinggal bersama;
1. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan
tetapi tidak berhasil;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun
kembali;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum
persidangan di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan
tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu
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adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus karena Tergugat sering minum minuman keras/Mabuk
mabukan., dengan demikian unsur pertama terkait perselisihan dan
pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih
sejak 1(satu) tahun yang lalu. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat, dan selama itu telah
diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali
rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian
unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan
Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai
PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian unsur ketiga juga
telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk
kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995
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tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut:
“Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana
keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada
harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang
harmonis dan bahagia” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534
K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : “Bahwa
dalam hal perceraian,tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau
salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah
perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati
ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan
tidak mungkin dapat dipersatukanlagi, meskipun salah satu pihak
menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka
pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar
perkawinannya pecah”, maka dengan ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama
Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan
berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA nomor 3 tahun 2023 huruf (c)
Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisinan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang
diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau
kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan
mendatangkan rasa tidak aman, mudharat atau mafsadat dari pada maslahat
bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam
menghindari mudharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil
manfaatnya, sebagaimana kaidah Fighiyyah yang berbunyi:
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Hhaaddl @la Jo adia aldalls o

Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap
suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai
dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabigq dalam kitab Fighus
Sunnah juz Il halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal
dalam perkara a quo yang berbunyi sebagai berikut:

Juasill ol awa ¥ Aag 0S G D dew Y Olg Le dae ABAN 008 O Al
il ¥ L bkl e Ol JIAN g skl (e Wsay ety Al BN
LOflaal) Cusdl g(iMAY (1) gaill gl 315 Laghu pandl B agial LalSh aildall (g

Artinya: “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup
sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan
beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah
tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul
diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya
menjadi kalut.”

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila Hakim Tunggal
menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih
maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam
kitab Ghayatu al-Maram yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal
dalam putusan ini, sebagai berikut:

wwolall ade gllo lg=>g3) a>g )l axt, pac 2wl Islg
T

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka petitum gugatan Penggugat patut di kabulkan;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka
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gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal kemudian menjatuhkan talak satu
ba’in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada
Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan
MENGADILI:
1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
3.
Membebankan biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu

rupiah) kepada Penggugat;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah, oleh
Imaduddin Sakagama, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022

tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang
terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem
Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan
dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ridhiaweniaty, S.H.
sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat secara elektronik
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.l., M.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 51.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp_10.000,00
Jumlah :Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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